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ANNEX

Annex 1: Church Closure Letter by Serang Regency Government in 1975
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BIIIBINGAN IAA!VARAKAT KRIS'EN

Teegon {023 ) 31524500 31200%5, 650714242073 mom Pest. 465, 496.23¢, 407
Telepon LavgeungFar (021 3812583, 3846332, ieas, 430628 Tromol Pos %500

Nomor B-1793/DJ.IVIDLIV.IBA 01.1/10/2022 08 Oklober 2022
sifat enting

Lampiran  :-

Perinal Rekomendasi

Yth,

Panitia Pembangunan HKBP Distrik XXI Banten ~ Ressort Serang,
Huria Maranatha - Clegon

JL Veteran No. 5, Kotabaru, Kec. Serang, Kota Serang,

Provinsi Banten 42112

i surat dari Panita
Banten ~ Ressort Serang, Huria Maranatha
EX/1022/012, tanggal 05 Oktober 2022, Perihal : Rekomendasi
maka bersama Inl kami sampaikan sebagai berikut :

Rumah lbadih NKBP Distrik XXI
- Ciegon, Provinsi Banten, Nomor : PPG-
ndlnsn Rumah Ibadah,

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokratis yang berdasar
Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kedua fondasi Negara Kesatuan
Republi Indonesia (NKRI), menjamin kemerdekaan untuk  memeluk
agamanya masig-masing  dan untuk berbadat menurut agamanya dan
annya . dalam menjalankan ibadah dan kepercayaannya forsebut
dibutuhkan tempat atau bangunan yang diatur dalam peraturan-
Status Gereja sebagai Badan Hukum diatur dalam Staatblads 1927, Nomer 155, 156,
157 dan 532, yang dterjemahkan “Gereja-goreja atau pevuyubln—peguyubm
gersjs, dan demikian puls bogian — bagian yang berdiri sendin, menurul huk
memilid sifat sebagai Badan Hukum dan nwm dipandang sebsgai suatu gelp;a
stau suafu peguyuban gereja ataupun sesuatu bagian yang berdi sendin dari
p.dmya dperiukan suatu dari Gubermur Jendersl yang menyatakan

3 eorqa Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) telah terdaftar dan diakui keberadaannya
aengmxapmman Direktur Jenderal Bimas Kristen, Nomor : 33 Tahun 1988, tanggal 6
Februari 1988, tentang Pendaftaran Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)
Sebagal Lembaga Keagamaan Yang Bersifat Gereja, berkedudukanberpusat di
Pearaja, Tarutung, Tapanuli Utara, sebagai lembaga keagamaan Kristen yang bersifat
Gereja;

4. Berdasarkan Surat Keputusan Difen Agraria dan Transmigrasi Nomor : 1/Dd-
ATIAg67, tentang Penunjukan Badan Hukum Gerea Roma Kmhk yang ﬂapm
memiliki hak kepemlllkan Afas Tanah dan Surat Keputusan Nomor : 22/HK/
tentang Penunjukan Badan Hukum Gereja Protestan Indonesia Bm Bnm
‘Sebagai Badan Hukum yang dapat memiliki Hak Kepemilikan Tanah,

5. HKBP Distrk XX| Banten — Ressort Serang, Huria Maranatha — Cilegon, Provinsi
Banten adalah merupakan bagian dari Sinode Gereja Huria Kristen Batak Protestan
(HKBP), maka Gereja sebagai Badan Hukum berkedudukan dapat memiliki Hak Atas

Tanah dengan Sertifikat Hak Mk (SHM);
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Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Datam Negeri, Nomor : 9 Tahun
2006, Nomor : 8 Tahun 2006, tanggal 21 Maret 2005, tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah
Ibadat, dimana dalam Peraturan Bersama Menteri tersebut mengatur hal-hal dan
syarat-syarat pendirian rumah ibadat, maka untuk membangun Rumah Ibadah HKBP
Distrik XX| Banten — Ressort Serang, Hurla Maranatha ~ Cilegon, Provinsi Banten juga
harus memenuhi apa yang disyaratkan dalam peraturan tersebut,
Bahwa beldulmn Surm dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Kantor VWayah
Agam: Republik  Indonesia  Provinsi
7873JKvl 29 07/BA.0O1. |IOBI2022 tanggal 27 September 2022, Perihal - Rllwmelﬂisl,
yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama R
dimana inti surat tersebut i kepada Panitia
Rumah Ibadah HKBP Distrik XXI Eanm Ressort Serang, Huria Maranatha —
Cilegon, Provinsi Banten, dan memohon Diektorat Jenderal B'nblngsn Masyarakat
Kristen Kementerian Agama R, I.'p Dlmklul Urusan Agama Kristen memberi
rekomendasidukung
Berdasarkan uraian terebut diatas, cleh karena HKBP Distrik XX| Banten — Ressort
Serang, Huria Maranatha ~ Cilegon, Provinsi Banten adalah merupakan bagian dari
Sinode Gereja Hurla Kristen Batak Protestan (HKBP), berdasarkan hal tersebut dlat’s
maka Direktorat Jenderal Bimas Kristen mendukung dan merekor
pumbangunan Gedung Rumah Ibadah Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)
Distrik XX Banten - Resost Serang, Provinsi Banten, sepanjang dilaksankan sesuai
dengan ketentuan peraturan Derundnngundnnuln yang
HKBP Distrik XXI Banten — Ressort Serang, Hi erlnm Cilegon, Provinsi
Banten diharapkan dapat berkontribusi dan m]-ga kerukunan umat beragama
sesuai tujuan Negara Kesatuan Republik indonesia.

~

®

©

ini dibuat untuk mestinya.

Demikian

a.n. Direktur Jenderal,
Dirextur Urusan Agama Kristen

Tembusan Yth
1. Menteri Agama RI, di Jakarta;
2 Dijen Bimas Kristen, di Jakarta;

Iien Kemenag R, di Jakarta;
2 Vo Kemenag Provinsi Banten, di Banten;
5. Walikotamadya Cilegon. di Cilegon:
6. Huria Kristen Batak Protestan, di Pearaja, Tarutung;
7. Arsip.
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Annex 3: Circular Letter on the Utilization of the Office of the Ministry of Religious

Affairs

TERIAGAMA
RE B ll\ INDONESIA
Yth. 1 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi seluruh
Indonesia; dan
2. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota seluruh
Indonesia.

SURAT EDARAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PEMANFAATAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA SEBAGAI RUMAH IBADAT
SEMENTARA

A Latar Belakang
Bahwa pemerintah jamin umat ber untuk ‘
peribadatan menurut agama dan kepercayaannya secara tertib,
nyaman, dan aman.

2. Bahwa terdapat umat beragama yang belum melaksanakan
peribadatan menurut agama dan kepercayaannya secara tertib,
nyaman, dan aman karena belum tersedia rumah ibadat, mendapat
resistensi dari masyarakat, belum mendapatkan fasilitasi dari
pemerintah daerah, atau sebab lain.

3. Bahwa Kemenlcnz\n Agama sebagai bagian dari pemerintah

1 rumah ledBl sementara bagi umat

beragama dalnm situasi dan k lisi seb dimaksud pada
angka 2.

4. Bahwa berdasarkan per i 1d pada
angka 1, angka 2, dan angka 3, perlu menetapkan Surat Edaran
Menteri Agama Kantor K ian Agama

scbagai Rumah Ibadat Semcmara

B. Maksud dan 'h:juan
Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan scbagm panduan bagi

chal.a Kantor Wilayah K ian Agama pi dan Kepala Kantor
ian Agama /kota dalam pemanfaatan kantor
K ian Agama seb i rumah ibadat sementara.

C. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini memuat panduan mengenai pemohon, persyaratan,
durasi penggunaan, sarana peribadatan, masa berlaku, dan koordinasi
pemanfaatan Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan Kantor
Kementerian Agama kabupaten/kota sebagai rumah ibadat sementara.

D. Dasar Hukum
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
21).
2. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9@ Tahun 2006 dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam

Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
~pada tanggal 16 Oktober 2023

-2-

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

E. Ketentuan
1 Pemohon terdiri atas:

a. psmua pcmbangunan mmah ibadat yang telah mengajukan
pendirian rumah ibadat kepada
chala Kamor Kementerian Agama kabupaten/kota; dan

b. pimpinan kelompok peribadatan yang telah mengajukan
permohonan surat keterangan izin sementara pemanfaatan
bangunan gedung bukan rumah ibadat kepada Kepala Kantor
Kementerian Agama kabupaten/kota.

2. Persyaratan:
a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor
ian Agama 1/kota atau Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama provinsi dengan melampirkan
persyaratan sebagai berikut:
1) fotokopi tanda terima pcrmohonan rekomendasl pendman
rumah ibadat bagi
angka 1 huruf a;

2) fotokopi tanda terima per surat izin
P f b 1an ged bukan rumah
ibadat bagi p h b i dimak d pada angka

1 huruf b;

3} jadwal peribadatan; dan

4) daﬂar nama snggola pcnbadalan

surat pernyataan untuk menjaga

keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan kebersihan sebelum,

pada saat, dan k Kantor K ian
Agama scbagal rumah ibadat sementara scbagaimana Format
1.

3. Durasi Penggunaan dan Sarana Peribadatan

a. Penggunaan Kantor K ian Agama rumah ibadat
sementara paling lama 2 (dua) jam setiap kcgmmn peribadatan;
dan

b. Berbagai sarana peribad yang dibutuh 1
lak ibadat disedial secara diri oleh p h

4. Masa Berlaku
Pemanfaatan Kantor K Agama b i rumah ibadat
a berlaku sel 3 (nga] bulan, dan dapat diperpanjang
sebanyak 1 (satu) kali
5. Koordinasi

Kepala Kantor Wilayah K ian Agama provinsi dan Ki 1
Kantor K ian Agama kabup / kola berkoordinasi dengan
pihak se’ pat terkait p kantor K ian

Agama sebagai rumah ibadat sementara.

-4-
Format 1
SURAT PERNYATAAN
Kami yang bcrtanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan AR
Alamat A
No, HP oo

Menyatakan sanggup:
4. menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan kebersihan
sebelum, pada saat, dan setelah menggunakan fasilitas Kantor

Kementerian Agama yang digunakan sebagai rumah ibadat
sementara;

b, mengganti atau memperbaiki apabila terdapat fasilitas yang hilang
atau rusak; dan

¢, menaati peraturan yang berlaku di lingkungan Kantor Kementerian
Agama yang digunakan sebagai rumah ibadat sementara.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya,

s 2023
Yang membuat pernyataan,

ttd + meterai 10.000

(Nama Lengkap)
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SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

.@‘3 2
Pl
-1

% ,;ﬁ

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

<43 s
BAB IX
KEPUTUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Syarat Sahnya Keputusan

Pa
Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Rasal 2
penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
pejabat  pemerintahan  dalam menggunakan a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
wewenang harus mengacu pada asas-asas umum b. dibuat sesuai prosedur; dan
pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
peraturan perundang-undangan; (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada
bahwa untuk m nyelesaikan per t dalam ayat (lj didasarkan pada ketentuan peraturan
Zaniy perundang-undangan dan AUPB.
penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan -
genai administrasi pemerintahan  dih Pasal 53
dapat menjadi solusi dalam memberikan
pelindungan hukum, baik bagi warga masyarakat (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan
meupun pejabat pemerintahan; dan/atau  melakukan Keputusan dan/atau
bahwa untuk me.wujudkan pemerintahan yang baik, ;;:::ng.i;s:ﬂgxnw Shaal s
khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang- JZ] Jika ketentuan peraturan perundang-undangan
undang tentang administrasi pemerintahan menjadi tidak menentukan batas waktu kewajiban
landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan
keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan dan/atau Pejabat Pemerintat wajib pk
untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan/atau  melakukan  Keputusan  dan/atau
dalam penyelenggaraan pemerintahan; Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja setelah permohonan diterima secara
bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana lengkap  olch  Badan  dan/atau  Pejabat
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu . Pemerintahan.
membentuk Undang-Undang tentang Administrasi J) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud
Pemerintahan; $ pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat
; . . Pemerintahan  tidak p dan/atau
Mengingat 4 ::::.lr:l(:;’\ax‘blill()l:::n:::”:‘a:anur::;g—undmg _Dass.r melakukan Keputusan t.;lan/atau vTindakan. maka
* permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara
Dengan..... hukum.
(4} Pemohon . . .
Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

96



PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1965
TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan Masyarakat, cita-
cita Revolusi Nasional dan pembangunan Masional Semesta
menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan
peraturan untuk mencegah penyalah-gunaan atau penodaan
agama,

b. bahwa untuk pengamanan revolusi dan ketentuan masyarakat,
soal ini perlu diatur dengan Penetapan Presiden;

Mengingat : 1. pasal 29 Undang-undang Dasar;
2. pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
3. penetapan Presiden No. 2 tahun 1962 (Lembara-Megara tahun
1962 MNo. 34);
4, pasal 2 ayat (1) Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;

Memutuskan:

Menetapkan : Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang pencegahan
penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama.

Pasal 1.

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan,
menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan
penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan
kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan
dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok
ajaran agama itu.
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Menimbang -

Mengingat
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESLIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESLA
MNOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDOMNESI A,

. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa

vang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta
dengan penuh  ketagwaan dan penuh tangpung  jawab  untuk
kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak
asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan
dirinya serta keharmonisan lingkungannya;

. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar vang secara kodran
melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh
karena tu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak
boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunvai kewajiban dasar

antara  manusia  yang satu  terhadap wvang lain dan  terhadap
masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara;

. bahwa  bangsa Indonesia  sebagai  anggota  Perserikatan
Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum
untuk menjunjung tinggl dan melaksanakan Deklarasi Universal
tentang Hak Asasi Manusia vang ditetapkan oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional laintya
mengenal hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara
Repubhik Indonesia;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, b, ¢, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Ralkoyat Republik Indonesia  MNomor
XVIVMPR99E tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk
Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;

. Pasal 5 ayat { 1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal
30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34
Undang-Undang Dasar 1945;

. Ketetapan Majelis Permusyaw aratan Rakyat Momor
XVIFMPRA998 tentang Hak Asasi Manusia;

98



PERATURAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTER | DALAM NEGERI
NOMOR : 9 TAHUN 2006
MOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG

FEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAHM AKIL KEPALA DAERAH
DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM

Menimbang

Mengingat

KERUKLUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,

bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun;

bahwa setiap orang bebas memilih agama dan bernbadat menuut agamanya;
bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap  penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk berbadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu;

bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk
melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan  perundangundangan, tidak
menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu
ketenteraman dan ketertiban umum;

bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberkan bimbingan dan
pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya
dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib;

bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang
agama antara lain peningkatan kualtas pelayanan dan pemahaman agama,
kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat
beragama,

bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai
kewajiban . melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan,
dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga
persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negama
Kesatuan Republik Indcnesia;

bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan
nasional;

bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan
tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman
dan ketertiban masyarakat,

bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam MNegeri
Momor O01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur
Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan
Pengembangan dan |badat Agama oleh PemelukPemeluknya untuk
pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan
menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, hunef ¢, huraf d, hurof €, horof f, hurof g, horef b, borof §, dan beef §,
perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/\Wakil Kepala
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan
Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendinan Rumah |badat;

Undang-Undang Penetapan Presiden MNomor | Tahun 1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Momor 3, Tambahan Lembaran MNegam
Republik Indonesia Momor 27 26);

. Undang-Undang Momor 8 Tahun 1985 tentang Omanisasi Kemasyarakatan

(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan
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LINDANG-UNDRAMG REFLBLIK INDOMNESTA

MOMOR 12 TAHUN 2005
TENT ANG

FEMGES AHAM INTERNATIONAL COVENAMNT ON CIVIL AND POLITICAL
RIGHTS (KOWE NAN INTERMASIOMN AL TENTAMG HAK-HAK SIPIL TrAN

ot I.']'L'i.m]:hiulﬁ

POLITIE)

DENGAN RAHMAT TUHAN ¥ ANG MAHA ESA

FRESIDEM REPUBLIE INDOMESLA,

a, bahwa hak asasi manusia 'n:u.'rl.L]:u'kan hak dasar yang secara

kodrati melekat pada divi manusia, bersifat universal dan
langpgen, dan cleh karena itu, harus dilindungi, dihormati,
dipertahankan, dan tidak boleh disbaikan, dikorangi, atao
dirampas aleh siapapung

b. bahwa bangsa Indornesia sebagai bagian dari masyvarakat

internasional, menghormali, menghargai, dan menjunjung
linggi prinsip dan tujuan Fiagam Perserikalan Bangsa-Bangsa

serta Deklarasi Universal FHak-hak Asasi Manusia;

. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam

sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan
gernational Coverant on Croill and Palitical Rights (Kovenan

lilernasional leila ng Hak-lak Sipil das Palitik):

 bahwa instrumen intermasi onal si:]:uﬁl.itnm‘l.-n dim aksud F'.'u.{-u.

hurat ¢ pada dasarnya Hdak bertentangan dengan Pancasila
dan UndangUndang Daszar Megara Republik Indonesia Tahun
1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai
negara hukum yang menjunjung tingg harkat dan martabat
manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga
negara i dalam hukum, dan kemgman 'I:ra.ngﬁa Indonesia
untuk secara erussmenerus memajukan dan melindungi hak
asasi manusia <ala m kehidupan berlangsa dan ernegara;
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